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BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TEN GAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR' R

- NOMORzS-TAHUN 2019
. TENTANG

o PENGEMBANGAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

-

Menimbaﬁg o

Mengingat

DENGAN RAHM_AT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa ‘PaSar - Rakyat merupakan B bagian. 'dari

’perekonorman _Daerah _.ygng ' dlselenggarakan‘ ’

berdasarkan demékrasi' ekonbiiﬁ untuk ter01ptanya

i kese_;ahteraan masyarakat di Daerah }
bahwa dalam rangka rnemperkuat peran Pasar Rakyat
o , ‘dalam perekonomlan Daerah maka Pemermtah Da,erah'_
:' ’ perlu » melakukan 'Pengembangan Penataan dan '
o Pembmaan Pasar Rakyat » ' : .
o bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat ( 1)
- i:""i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
= Perdagangan Pemermtah Daerah Sesua1 - dengan
kewenangannya melakukan pengaturan penataan dan
L pembmaan yang berkeadllan pada Pasar Rakyat o
d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana“‘
V‘dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
o menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan,

Penataan dan Pemblnaan Pasar Rakyat

L 'Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara‘
Repubhk Indones1a Tahun 1945 |



i®

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor :26} Tahun 2007 tenténg

Penataan Ruang (Lembaran Negara Républik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Repﬁblik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor .45, ‘Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5512);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2014 meor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah - diubah beberapa kali terakhir = dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Peruba.han Kedua atas U'ndang-Und‘ang‘ Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Nomor 5679); . o
. Peraturan Pgmex‘intah Nomor 17 Tahun 2013 tentang

-

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

- tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
- Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404); - | |



8 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 |

N Tahun 2016 tentang - Pembentukan dan Susunan‘

= Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

E Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16 SR

vTambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 67 )

- Dengan Persetujuan Bersama v . S
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
: , o dan’.-b .
L B_UPATI’KARANGA_NYAR;_?} o

MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN

- PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

BABI o
KETENTUAN UMUM L

3,‘,‘5}3agianv Ke§aui .

;Pehgert'ian - E

o o Pasall |
AN ’Dalam Peraturan Daerah ini yang dxmaksud dengan

SN Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Pemermtah Daerah adalah Bupat1 ' sebaga1 uhvs'urv, o

o penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm o

pelaksanaan - urusan Pememntahan yang menjadl

. kewenangan Daerah otonom

| 3. Pemermtahan Daerah adalah penyelenggaraaan urusan'f_ .

’fPemermtahan Daerah oleh Pemermtah Daerah dan DPRDY

‘menurut asas otonom1 dan tugas pembantuan dengan’ o

H prm31p otonoml seluas luasnya dalam 31stem dan pr1ns1p

K Negara Kesatuan Repubhk Indonema . sebagalmana o

| dlmaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Repubhk‘
” Indone31a 'I‘ahun 1945 o o S



>

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Bupatl adalah Bupati Karariganyar. ’

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat o

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemenntahan yang

 menjadi kewenangan Daerah.

10.

11.

12.

. Pasar adalah lembaga ekonom1 tempat bertemunya

pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun,

dan dlkelola oleh Pemerlntah Pemerintah Daerah,

swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan

Usaha Milik Daerah dapat berupa 'toko, kios, los, dan
tenda -yarig dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan
menéngah, swadaya masYarakat, atau koperasi ‘serta
usaha mikro, kecil,‘ dan menengah dengan proses jual beli
Barang melalui tawar-menawar. |

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya
disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan
usaha pengelolaan Pasar Rakyat. |
Retribusi Daerah yang selanjutnya" disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah Sebagai pembayarén atas jasa |
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pembangunain/ Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha
untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan
sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial ‘budaya,

dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
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13

"kesehatan 11ngkungan hlclup, perkembangan -1lmu'_

Standar adalah persyaratan teknls atau sesuatu yangt |

' '- dlbakukan termasuk tata cara dan metode yang d1susun |
o _"_‘fberdasarkan S konsensus R o semua
’  »p1hak/Pemenntah/keputusan mternasmnal yang terka1t‘ o

- dengan memperhatlkan syarat keselamatan keamanan .

‘ pengetahuan i dan . teknolog1 pengalaman serta-

,:;perkembangan masa klm dan masa depan untuk. .

'memperoleh manfaat yang sebesar—besarnya

14.€

""'adalah Standar yang dlterbltkan oleh Badan Standarlsa81 "

'Standar Nasxonal IndoneS1a (SNI) 8152 2015 tentang }[ N
. - Pasar Rakyat yang selanjutnya dlsebut SNI Pasar Rakyat .

o ,‘»-vNas1onal R T o
e iS.} Desain Standar Prototlpe Pembangunan / Rev1tahsasx o
 Pasar Rakyat yang selanjutnya dlsebut Prototlpe Pasarf" e
N ‘Rakyat adalah desam standar Pasar Rakyat yang

o dlterbltkan oleh Kementrlan Perdagangan yang mehputl "

_Y'gambar tampak detatl engmeenng deszgn (gambar

ars1tektur struktur dan mekamkal elektnkal) bxll of -

iquantzty, _rencana kerja dan syarat—syarat beserta

L v'.:_spe31ﬁka81 teknis.
- 16.

L dan/atau modal yag merupakan kesatuan baik yang

.Pengelola Pasar adalah badan atau sekumpulan orang:‘-,,. :

’melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha :

: yang mehputl Perseroan Terbatas Perseroan Komondlter

vi’perseroan lamnya Badan Usaha M1hk Negara ataubﬂl

ADaerah dengan nama dan. bentuk apapun Flrma Kong31 o

Kopera31 Dana Pensmn Persekutuan Perkumpulan S

. ,Yayasan Orgamsasa Masa Orgamsam Sosxal Politik atau -

k .Orgamsam yang sejems bentuk usaha tetap, dan bentuk"

" usaha lainnya.

1T
tempat atau | fasﬂltas pasar untuk melakukanv .

: transakSI/Jual beh barang cl&m/ atau Jasa

,‘Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakanf

7
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| Bagian Kedua

' Ruang Lingkup

| Pasal2
(1) Pasar Rakyat yang‘ diatur dalam Peraturan Daerah ini
adalah: , ,
a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pem'érinta‘h; dan
,b' Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta. .
(2) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang
~ ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan
Usaha Milik Negara. | -
(3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar Rakyat
yang ditata dan dxbangun oleh badan usaha.

, Pasal 3
Ruang Iirigkup Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan
Pasar Rakyat meliputi: ' '
kewenangan dan tugas Pemermtah Daerah;
klasifikasi dan standar Pasar Rakyat;
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
pembinaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;

pembiayaan; dan

-0 a0 TP

sanksi adminstratif,

BAB II
KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
a. menerbltkan izin pengelolaan Pasar Rakyat;
b. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pasar
| Rakyat; o '
C. menyelenggarakan pembmaan terhadap pengelola
" Pasar Rakyat di Daerah; dan
d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang :

kebutuhan pokok dan barang pentlng di Pasar Rakyat

2



(2) Dalam  melaksanakan kewenangan  sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas

untuk:

a.

menyusun peréncanaan pengembangan, per_iataan dan
péfnbinaan Pasar Raikyat' '

menetapkan lokasi Pasar Rakyat pada Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR), '

menyelenggarakan layanan dan menerbitkan IUPPR;

. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan

revitalisasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
menciptakan sistem ‘manajemen pengelolaan Pasar
Rakyat; | -

memfasilitasi dan mengawasi penerapan SNI Pasar
Rakyat;; : ' )
rhenyelenggarakan pelatihan' tefhadap Suinber Daya

Manusia Pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat;

. melaksanakan pengawasan  terhadap  aktivitas

perdagangan di Pasar Rakyat;

me’mantaﬁ harga dan stok barang. penting di Pasar
Rakyat; |

memfasilitasi kerja sama; dan .

menjatuhkan sanksi kepada Pengelola Pasar yang

melakukan pelanggaran

BAB III
KLASIFIKASI DAN STANDAR PASAR RAKYAT

| 'Bagi‘an KeSatu
Klasifikasi Pasar Rakyat'

Pasal 5

(1) Pasar Rakyat d1k1a31ﬁka31kan rnenjadl 4 (empat) tipe,

terdiri atas:

a.
~ b. Pasar Rakyat tipe B;
c.

d. Pasar Rakyat tipe D.

Pasar Rakyat tipé A;

Pasar Rakyat tipe C; dan
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(2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operésional " |
~ pasar harian, jumlah‘ kapasitas pedagang paling

|  sedikit 400 .(emp‘ét‘ ratus) orang, dan/atau luas lahan
- paling sedikit 5.000 m2 (lifna ribu meter persegi).

(3) Pasar Rakyat tipe B sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
_‘huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan ‘operasional
- pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu,
~ jumlah kapaéitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus ».
vtujuh puluh lima) orang, dah/atau luas lahan paling '
'éedikit 4.000 m2 (empat ribu metér persegi).

(4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ merupakah Pasar Rakyat dengan operasional |
| -pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu,
’ jumlah kapasitas pedagang palihg sedikit 200 (dua ratus)
:orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3. 000 m?2 (tiga
ribu meter persegl) ‘ . '
(5) Pasar“ Rakyat tipe D ‘sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf d me}n‘ipakan Pasar Rakyat dengan
operasional pasarv paling - sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu)" v minggu, jumlah kapasitas pedagang paling
sedikit 100 (seratus) orang, dan/étaujluas lahan paling

sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

~Bagian Kedua
SNI Pasar Rakyat

Pasal 6

(1) Pemerintah Daera}hb se_cara bertahap menerapkan SNI
Pasar Rakyat dalam Péngembangan, Penataan, dan
- Pembinaan Pasar Rakyat v

(2) SNI Pasar Rakyat sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1),
terdm dari unsur:
a. persyaratan umum;
b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan pengelolaan.



s

(3) Persyaratan umum sebaga1mana dlmaksud pada ayat )
* huruf a, terdiri atas variabel: ‘

a.
b.
C.

lokasi Pasar Rakyat;
kebersihan dan kesehatan; dan

keamanan dan kenyamanan.

4 Persyaratan teknjs sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, terdiri atas variabel:

a. ruang dagang;

—to
.

i
k.
1

,:rqoh'.o;no.c‘

aksesibilitas dan zonasi;
pos ukur ulang;

fasilitas umum; -

elemen bangunan,

keselamatan dalam bangunan,
pencahayaan '
sirkulasi udara

drainase;

ketersedlaan air bersih;
pengelolaan air limbah; =

pengelolaan sampah; dan

m. sarana telekomunikasi. -

(5) Persyaratan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

v ayat‘(2) huruf ¢, terdiri atas variabel:

L L

f.

prinsip pengelolaan Pasar Rakyat;
tugas fungsi Pengelola Pasar Rakyat;
prosedur kerja Pengelola Pasar Rakyat;
struktur Pengelolé Pasar Rakyat;
pemberdayaan pedagang; dan

pembangunan Pasar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel sebagalmana
- dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
dalam = Peraturan Bupati dengan memperhatikan

ketentuan SNI Pasar Rakyat.
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| BAB IV
~ PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

" Bagian Kesatu
Izin Lokasi

Pasal 7 .

(1) Izin loka51 ditetapkan oleh Bupat1 atau Pe_]abat yang
memb1dang1 tata ruang dengan memperhatlkan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

(2) Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebaga1mana
dlmaksud ‘pada ayat (1) belum ditetapkan, maka izin
lokasi tidak dapat diterbitkan.

(3) Dalam mc‘rierbitkan} izin lokasi sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang membidangi tata
ruang wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. kondisi sosial ekonomi masyarakat éekitar;

b dekat dengan pemukimah pendﬁduk atau pusat‘ |
kegiatan ekonomi fnasyarakat;
c. berada pada lokasi yang‘sebelumnya telah r'nerniliki‘
~ embrio Pasar; dan
d. memiliki sarana dan prasarana transportas1, sehingga
 memudahkan akses dari dan menuju Pasar Rakyat.

(4) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢, memiliki kriteria sebagai benkut
a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpmdah-- ‘

pindah;
b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang
dilakukan secara terus menerus; |
c. adanya penjual dengan Jumlah palmg Sedlklt 30 {tlga ,
puluh) orang; ’
d. 'bangunan beluni dalam bentuk permanen atau semi
permanen; dan
e. Pasar Rakyat yang mengalam1 kerusakan akibat

* bencana alam, konflik sosial, dan/ atau kebakaran.



Bagian Kedua
IUPPR

» Pasal 8

'(1) Sétiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan

| kegiatan uSaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki
IUPPR. | .

(2) leecuahkan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Pengelola Pasar Rakyat milik
Pemerintah : sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 2

- ayat (2). :

'(3) Penerbitan IUPPR dllaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menangani perizinan di Daerah. v ,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ‘cara penerbitan
IUPPR sebagalmana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Bupatx ‘,

Bagian Ketig'av |

Perencanaan Infrastruktur

Pasal 9
(1) Perencanaan 1nfrastruktur mehput1
a. penentuan Ioka81,
b, penyedlaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar;
dan
c. sarana dan prasarana penunjang. o
(2) Perencanaan infraétruktuf ’sebagaimana dimaksud pad'a
ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
(3) Perencanaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ berlaku untuk Revitalisasi '

Pasar lama.

Pasal 10
(1) Penetuan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud
dal‘am Pasal 9 ayat (1) huruf ‘a ditetapkan oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang

" (RDTR).



(2) Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

bangunan toko, kios, los, dan/atau tenda dibuat
dengén ukuran standar ruang tertentu;

petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke
segala arah;

pencahayaan dan 81rkula31 udara yang cukup,

. penataan toko, kios, los, dan/atau tenda berdasarkan

jenis barang dagangan; dan
bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan
karaktenstlk budaya Daerah.

Pasal 11

(1) Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam

~Pasal 9 ayat (1) huruf c, sesuai dengan standar variabel

sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Ketentuan lebih .lanjut mengenai sarana dan prasarana

penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat -

Pasal 12

(1) Pembangurian/ Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 9, dllakukan mela1u1

a.
b.
c.
d.

Pembangunan/ Rewtahsasa fisik;
Revitalisasi manajemen;
Revitalisasi ekonomi; dan

Revitalisasi sosial budaya.

"'(2) Pembangunan/Revitalisasi =~ Pasar Rakyat - melalui

Pembangunah /Revitalisasi fisik 'sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan

‘pemngkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat

S dengan berpedoman kepada

a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya

b. desain Prototipe Pasar Rakyat;



| c; ketentuan rriengenai-, Kebersihan, Kesehatan,
~ Keamanan, dan Lingkungan Hidup (KSLH)-; dan
d. kemudahan akses transportasi. |

(3) Pembangunan/ Revitalisasi  Pasar Rakyat  melalui
Revitalisasi- manajemen} sebagaimana ‘dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen
pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
‘a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;

b. upaya peningkatan pfofesionalisme pengelola Pasar
- Rakyat; | o ‘ : |

c. upaya pemberdayaan ‘pelaku usaha perdagangan;

d. upaya penerapan standar operasional prosedur
'} pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan

e. upaya  penerapan  ketentuan  produk  yang
1 diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.

" (4) Pembangunan /Revitalisasi ~ Pasar  Rakyat melalui
Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayatj(l)
hiiruf ¢ merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke
hilir Pasar Rakyat, melalui: |
a. penerapan ketentuan produk yang dlperdagangkan

harus bebas dari bahan berbahaya |
- b. peningkatan akses terhadap pasokan ‘barang,
| khususnya terhédap barang kebutuhan pokok;
C. penmgkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya
terhadap barang kebutuhan pokok; dan
d. program membangun konsumen cerdas. -

(5) Pembangunan/Revitalisasi -~ Pasar  Rakyat  melalui
Revitalisasi sosial budaya sebagairhaina dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan
peningkatah sistém '-interaksii sosial budaya
antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui: |
a. penyedlaan ruang terbuka untuk interaksi sosxal -

b. program untuk menjadlkan Pasar Rakyat sebagai
etalase produk lokal;

c. 'pemaﬁfaatan  Pasar Rakyat'} sebagégi - tempat
'pertur')jukan budaya; dan |

d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.



Pasai 13

(1) Pemerlntah Daerah menyusun' peréhcanaah bag1

Pembangunan /Rev1tahsas1 Pasar Rakyat m111k Pemerlntah

' Daerah dengan memperhatlkan

a. ,pemenuhan SNI Pasar Rakyat mlhk Pemermtah |

o Daerah

b. skala prlontas sesuai kebutuhan masyarakat dan-

S ‘kOI‘lCiISl Pasar secara aktual dan

Coc. "kemampuan keuangan Daerah

(2) Pemerlntah " Desa menyusun j perencanaan - bag‘ib_, R

: Pernbangunan / Rev1tahsaS1 Pasar Rakyat m111k Pemermtah TR

Desa dengan memperhatlkan

Lo a.*’pemenuhan SNI Pasar Rakyat rmhk Pernermtah Desa

b, skala prlorltas sesua1 kebutuhan masyarakat dan I

(3) Pengelola Pasar Rakyat swasta menyusun perencanaan,l,‘ SRR

. kond181 Pasar secara aktual

c ' pertlmbangan Bupatl, dan

d. kemampuan keuangan Desa

: - 'bagl Pembangunan/ Rev1tahsas1 Pasar Rakyat dengan |

o memperhat1kan

‘fp _

a. keandalan bangunan

b pemenuhan SNI Pasar Rakyat

pertlmbangan Pemermtah Daerah dan

d. pertlmbangan laln menurut Pengelola Pasar Rakyat

- ‘Pasar Rakyat dapat dlbangun tidak berdasarkan desam B

Pasal 14 o

' Prototlpe sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (2) K o

huruf b, apablla o

o a.

" Daerah; dan/atau L

berdasarkan kond131 lokaS1 tldak memungkmkan

luas area Pasar Rakyat txdak sesua1 dengan standar luas . |

v_kws apablla d1bag1 dengan Jumlah pedagang ek51stmg

| yang ada dan kebutuhan areal sarana prasara penunJang, .
. Jems barang yang dlperdagangkan txdak terbatas pada
..'barang kebutuhan | sehan har1 dan/ atau komod1t1 o
.;v’tertentu, - . P | “
mem111k1 n11a1 sejarah yang perlu dlpertahankan,

. mem111k1 sumbangan terhadap produk domestlk bruto

:



o » PasallS IR |
| '.(1) Pengelola Pasar = Rakyat dapat melakukanv'v X

Pembangunan/ Rev1tahsa31 Pasar Rakyat sebaga1 salah’ : T

- satu upaya ‘dalam pemenuhan SNI Pasar Rakyat dan

penmgkatan daya samg dengan | tetap memenuhltj
. ketentuan sebagai benkut o |
- a melakukan penyesualan : ’pe'fi’zivn'ari" " daleim 'halk :
Rev1tahsas1 Pasar mengubah struktur Pasar dan o

b tldak mengubah fung31 Pasar ‘ ’ '

- :v v (2) Ketentuan . leblh lanJLIt o blme‘ﬁgben‘ai “

Pembangunan/ Rev1tahsasx Pasar Rakyat sebagalmana

o dlmaksud pada ayat (1) d1atur dalam Peraturan Bupati.

. v : BAB V . :
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

S Bagiaﬁ‘: KevSatu'v -

- Pembinaan" -

Pasal 16

(1) Biipatii- i melakukan pembmaan " secara ' tekms o

’admi‘nistram dan keuangan kepada Pengelola Pasar‘ e

Rakyat di Daerah . , ‘
’,,‘(2) Pemblnaan sebagalmana dlmaksud pada : ayat (1)," "
dllaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memb1dang1

Pasar

Pasal 17

Pembmaan Pasar Rakyat sebagalmana dlmaksud dalam :

' Pasal 16 mehputl keglatan

a. vSOSlallsaSI kebijakan pengelolaan dan pemberdayaanv |
* Pasar Rakyat di Daerah L R
b. koord1nas1 pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat o

o antar Daerah

o pemberlan | blmbmgan | superv151 ~ dan konsultam o

vaelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan | Pasar

".:'Rakyat d1 Daerah dan



d. pemantauan dan evaluasi pelakSanaén pehgelolaan’ dan

pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.

Bagian Kedué '

Pemberdayaan

Pasal 18 .
R (1) Bupat1 melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat
di Daerah. :

(2) Dalam melakukan "pemberday-aan ’te'rhadap Pasar Rakyat
' sebagaimana dimaksud péda ayat (1), Bupati dapatv
’ mehmpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

'v ~ (3) Pemberdayaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
antara lam | | , ,

a. memngkatkan profeswnahsme Pengelola Pasar Rakyat;
b. memngkatkan kornpetens1 pedagang Pasar Rakyat;

-~ dan ,

C. memngkatkan kuahtas dan pembenahan sarana fisik

 Pasar Rakyat. |

| Pasal 19 R
Pehingkatan profesidnaliéme' ‘Pengelola Pasar Rakyat
sebagaimana dimaksﬁd dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a,
meliputi: | |
a. penetapan visi, misi dan kebljakan pengembangan Pasar
di Daerah » , "

b. vpenerapan manajemen yang profesmnal di Daerah;

c. pembentukan struktur orgamsasx dan uraian tugas yang
-jelas d1 Daerah; dan .

d. ketersedlaan standar operasxonal dan prosedur di Daerah

o Pasal 20
(1) Peningkatan  kompetensi vpedagang Pasar‘ Rékyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b,
meliputi: | _ v |
a. pembmaan disiplin pedagang dan pembeh

b. blmbmgan kepada para pedagang untuk menarik para

/

pembeh



‘.; 3 I;‘peningkétén pengetahuan ,dasar,bagi par'a-j- pedagaﬁg; .

dan . , .
d. memahamx perﬂaku pernbeh o _ e
(2) Pemngkatan kompetenS1 pedagang Pasar Rakyat
o sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1), ‘ dllakukan oleh} |
[ v Pengelola Pasar Rakyat dengan mehbatkan pemangku

e kepenhngan yang 1a1n o

Pasal 2 1

- Penmgkatan kuahtas dan pembenahan sarana ﬁ31k Pasarv' o

R Rakyat d1 Daerah sebagaumana dlmaksud dalam pasal 18 -

o ayat (3) huruf c, mehputl

pembenahan tata Ietak 3

pengaturan lalu lintas Orang dan barang d1 dalam Pasar
pemngkatan kuahtas konstruk31 | |
pembenahan 51stem a1r ber31h dan hmbah
pembenahan 51stem eIektnkal

: penggunaan sxstem pencegah kebakaran dan

. pembenahan 31stem penanganan sampah e

- S | Pasa122 o -
'(1) Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat Bupatl "
melakukan upaya-upaya sebagai bemkut '

- a. membenkan pr1or1tas ternpat usaha kepada pedagang' S

- lama dalam hal dllakukan renovas1 dan/ atau reloka31 o

| Pasar Rakyat

b. penataan terhadap pedagang kak1 11ma agar txdak. .

L 'mengganggu ketertlban pasar, B v
o c. fasﬂltasx perbankan dalam membenkan kredxt kepada C |
- pedagang Pasar, dan - B |
}. '}d.' fasﬂltasx pembentukan ) wadah/ asos1a31 pedagang o
"v",.Pasar ) T ' ,v
(2) Upaya upaya pemberdayaan Pasar Rakyat sebagalmana o
dlmaksud pada ayat (1) dxlaksanakan oleh Perangkat :
Daerah L



Bagian Ketiga

‘Jam Operasional

Pasal 23

- Jam Operasmnal Pasar Rakyat dxtetapkan oleh Pengelola

Pasar Rakyat dengan memperhatlkan

| a. kebutuhan masyarakat setempat

~ b. potensi gangguan yang ditimbulkan dan upaya ant151pas1} .

terhadap gangguan; dan

c. kemampuan dan daya dukung sarana dan prasarana

Pasar Rakyat yang bersangkutan

‘BAB VI .
KEWAJ IBAN DAN LARANGAN PEN GELOLA PASAR RAKYAT

- Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 24

~ Setiap pengelola Pasar Rakyat Wajlb

a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, serta
"pemangku kepentmgan lainnya sebelum pendman Pasar
‘Rakyat

b. mentaati ketentuan sebagalmana dltetapkan dalam izin
operasional - dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; v - | .

c. meningkatkan mutu belayanan dan menjamin
‘kenyamanan pembeli; | I

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; _

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan
vkelevstarian lingkungan tempat usaha; '

f. menyediakan ruang terbuka hijau;

g 'menyedlakan sarana dan fasilitas ibadah yang memada1

bagi pengunjung dan karyawan;.

- h. menyediakan toilet yang memadéi; '

i. menyediakan tempat sampah'ter'tutu'p di :tempat strategis;

[




j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin'keselamatan
dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
k. menyediakan alat pemaidam kebakaran yang siap pakai
- untuk mencegah kemungkman tlmbulnya bahaya
 kebakaran di tempat usahanya; ' ’
L mendirikan ‘bangunan secara standar sesuai dengan
ketentuain péréturan pemndang—ﬁndangan; dan

-m. memberikan informasi produk yang dijual.

_ »Bagian Kedua
Larangan

Pasal 25
Setiap pengelola Pasar Rakyat dilarang:
a. menyimpan dan menjual barang—barang yang sifat dan -
~ jenisnya ‘membahayakan  lingkungan, kesehatan,
keamanan, dan ketertiban, kecuali dengan izin dan
_ dengan penyed1aar1 tempat khusus; |
b. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa
izin tertulis dari Bupati; |
¢. menjual minuman beralkohol, kecuali telah Vmendapatkan
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan | o -
d. merubah fungsi ruang terbuka hijau yang sudah ada
tanpa persetujuan Bupati.

D BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR
RAKYAT

: Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26
Setiap pedagang Pasar Rakyat mempunyai hak untuk
a. mendapatkan jaminan fasilitas Pasar yang bersnh, aman,
tertib, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak

[

Pengelola Pasar Rakyat;



b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pélayanan,
penataan pembmaan dan pemberdayaan

c. mendapatkan Jamman perlindungan dan kepasuan'

hukum dalam melakukan usaha; |

d. berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat
_ yang }bebas dari tekanan pihak manapun;

€. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan faS111tas

* Pasar di luar kesalahan pedagang; dan ‘

f. menjalankan dan mengembangkan usahanya” sesuai

vdenga_‘n ketentuan peraturan perundang—undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

- Pasal 27 |
Setiap pedagang Pasar Rakyat berkewajiban: |
a. merniliki surat bukti pemékaian tempat- usaha yang"bv
dikeluarkan oleh Pengelola Pasar Rakyat; N "
b; membayaf Retribusi atau tarif pelayanan/pemakaian
Pasar; . '
. ’rnémpefgunakan tempat berjualan sesuai dengan
fungsinya; ‘ | -
d. memelihara kebersihan, keamanan, dan Kketertiban
 tempat usaha dan tempat sekitarnya; |
e. 'menceg.ah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
dan o
f. meningkatkan mutu pe}ayanan dan  menjamin |

‘kenyamanan pembeli.

Bagian Ketiga

Larangan

: Pasal 28
Set1ap pedagang Pasar Rakyat dilarang:

s
a. melakukan penguasaan ata

i opoli;
penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoii;

produksi dan/atau

[



“tf-).“’menyewakan dan/ atau memmdahtangankan toko klOS .

los, dan/atau tenda kepada plhak lain tanpa se1zm:'°

pengelola; _ _ , }

C. _menggunakan pedestnan, bahu Jalan dan/atau Jaian‘ o
}v'umum sebaga1 tempat berjualan R
d mengosongkan atau menelantarkan toko ki_os",: los,
o fdan/ atau tenda yang sudah ada . L .
“’vve.",membangun, menambah mengurang1 dah/ataiif'_

| fmengubah bentuk konstruk31 bangunan klOS dan/atauf‘\‘,'

' '-"‘;Ios yang sudah ada - S .

| f mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tldak;i_

: ,sesuax dengan peruntukannya

o g melakukan | us-aha‘,‘ dagang : atau perbuatan yang

llb'i'mengganggu ataxi . membahayakan | kesehatan S

B keamanan dan ‘ ketertlban umum serta bertentangan} Il

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o
’_h.‘”memaksa konsumen yang menawar barang untuk

- .’5membel1 sehmgga konsumen tldak nyaman dan

i:ﬁ,l,menjual barang yang berbahaya . kedaluwarsa

= mengurangl txmbangan dan / atau ukuran

o BAB VIII _
SANKSI ADMINISTRATIF

, _ Pasal 29 ‘ » ‘
,'(1) Setlap orang dan/atau badan usaha yang melanggar’ '

ketentuan sebaga1mana dxmaksud dalam Pasal 6, PasaI :

13 Pasal 24, Pasal 25 Pasal 27 dan Pasal 28 d1kenakan R

Sank31 admlmstratxf

e :' o (2) SankS1 admlmstrauf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

Cberupa:

. teguran Ilsan, . R
vteguran tertuhs | PR
vpenghentlan sementara keglatan R
~"‘penghent1an tetap keglatan,,

pencabutan sementara 1zm, e

o _.ofaffv' 4,53" »

”pencabutan tetap izin;



g denda admlmstratlf dan/atau ‘> ?‘ R o
h. sank51 admlmstrauf lain sesuai dengan ketentuan"
, peraturan perundang—undangan N |
’{_(3) I{etentuan lebth 1anJut mengena1 tata cara - pengenaan'v
sank81 admlmstratlf sebagalmana dxmaksud pada ayat (2] o

dlatur dalam Peraturan Bupat1

 BaBIX o
o KETENTUAN PERALIHAN ;j"- B

Pasal 30

7'(1) Ketentuan izin lokaS1 berdasarkan Rencana Deta11 Tata';_‘- o

‘ Ruang (RDTR) t1dak berlaku bagl Pasar Rakyat yang*

. sudah operaswnal dan mem111k1 1zm pada saat Peraturan" o

Daerah ini dxtetapkan

-(2) Sampai dengan Rencana. Deta11 Tata Ruang (RDTR)'

dxtetapkan maka Izm Loka31 bag1 permohonan pendlnan S

Pasar Rakyat dltetapkan berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wﬂayah (RTRW) N o

o BABX o
KETENTUAN PENUTUP

" Ppasal 31

vPada ‘saat Peraturan Daerah Vi mmm berlaku maka

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar ‘Nomor 17 Tahun

- 2009 tentang Penataan dan Pembmaan Pasar Tradls1ona1

.},"Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah

; '_ Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17) Sepanjang"‘v .

' : ‘berkaltan dengan Pasar trad1s1onal dlcabut dan dmyatakan , B

: tidalk berlaku

Lo . Pasa132 o ‘
Pefaturan-,' Déefah 1 »mulal berlaku pada tahggal»
diundangkan; S



dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar -

.-

'*A-:f?:; 3 o Dltetapkan di Karanganyar o
B pada tanggal

NOREG PERA'I‘URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
“ PROVINSI JAWA TENGAH (255446/2019)

o e e
<+ :

Agar : svetialp} orang mengetahhinja memenntahkan. o

pe gundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya"‘_ R

KARANGANYAR f/' o




PENJELASAN
ATAS
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR .. TAHUN 2019
TENTANG R
PEN GEMBAN GAN PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT
UMUM | |

| ' Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ményatakan bahwa
perekonomian nasional disusun perekonomian disusun sebagai usaha -
bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan vdiselenggarall«}:an berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinéip kebersamaan, efeéiensi,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi
terWujudnya kesejahteraan umum. Pasar Rakyat sebagai salah satu yang
merhpakan bagian dari perekonoinian nasional harus diselenggafakan '
secara adil, persaingan usaha yang sehat, dan anti monopoli dengan
menjaga keseimbangan kemajUan dan kesatuan ekonomi nasional.

_‘ ‘. - Perkembangan sektor ‘perdagangan yang semakin pesat
merfupakan konsekuensi dari sistem liberalisasi perdagangan yang saat
ni :terjadi di Indonesia. Perkembangan pusat perbelanjaah dan toko
mociefn di Daierah semakin pesat keberadaannya, sehingga membawa
détmpak bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Hal ini
Juga berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan Pasar
Rakyat yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah

, Keberadaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar
mengalatm keterdesakan dan tidak mampu bersaing seiring dengan
. berkembangnya pusat perbelanjaan dan Toko modern.

Dengan perturnbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern khususnya Minimarket, perlu ditata dan dibina agar
Pasar Rakyat dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan
pédagéng lain‘nya dalam méngisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Untuk mewu3udkan hal tersebut, perlu adanya pengelolaan dan
pemberdayaan Pasar Rakyat khususnya yang dimiliki, dibangun,
dan/atau dikelola oleh Pemermtah Daerah sebaga,lmana berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan



Y

Untuk melindungi keberadaan Pasar Rakyat perlu dilakukan
: pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Maksud dxsusunnya
Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan

kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 ,
Cukup‘ jelas.
Pasal 2 |
Cukup jela‘sv.
Pasal 3 |
Cukup jelas.
Pasal4
Cukup jelas‘.'
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 - '
Cukup jelas.
Pasal 7 ‘ ’
Cukup jelas.
Pasal 8 -
Cukup jelas.
Pasal 9
| Cukup jelas.
Pasal 10 -
Cukup jelas.
Pasal 11 -
Cukup jelas.
Pasal 12 |
Cukup jelas.
Pasal 13 :
- Cukup jelas.
Pasal 14 .
- Cukup jelas.
Pésal 15 -
. Cukup jelas.
Pasali16 |
Cukup jelas.



Pasal 17

Pasal 18

~ Pasal 19

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.' |

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

"Hurufa v
| Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ .
Cukup jelas.
Hurufd
| Cukup jelas.
Huruf e |
Cukup jelas.
Huruf f |
Cukup jelas. -
Huruf g
Cukup jelas.
- Hurufh |
| Cukup jelas. v
Huruf i
| ‘Cukup jelas.
Huruf j . |
Cukup jelas.
‘Hurufk |
| Cukup jelas.
Hurufl
| Cukl,ipv jelas.



g

RO V;Pasal 27

K 'bv.}--‘-v.:.vPasal 25 ‘. '

o ' Pasal 26

f;‘.‘,:.::},:vPasal: 28
Paéaii 29

2 Pasa1 30"
- Pasal 31

o ,‘ Pasal 32

Hurufm

~ _yang dljual” adalah pemberxan 1nforma31 yang dlsedlakan' -

: pengelola pasar rakyat mengena1 Jems produk yang dljual, : |
secara umum di pasar tersebut dapat dalam - bentukv .
papan pengumuman bahho sepanduk atau Jems yang -
Cukup Jelas'. RN
Cukup Jelas.f - R
Cukupjelas._i S
Cukupjelas.’i,_:f,:
Cukup Jelas. |
CukuP Jelas-‘
Cukup Jclas. N

Cukup Jelasv.‘,‘ R

o TAMBAﬁAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...

'_Yang d1maksud dengan memberlkan 1nformas1 produk'j o



